
/ 
'!."� ( \.'¥t" � .,..,, 9 ·'·: • •• h, ., ,. ,. . . ,. 

WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 

NOMOR2 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan 
lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang guna 
menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan 
yang berwawasan lingkungan; kualitas lingkungan hidup 
yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan 
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan 
hidup yang sungguh sungguh; 

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin 
menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan 
nianusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu 
dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh 
sungguh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan hidup 
Kota Palopo. 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran 
Negara Nomor 4186); 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

2. Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
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• 
(2) Pemegang penzman lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Walikota melalui SKPD. 

BAB XXIII 
PENUTUP 

Pasal 93 

(1) Kewenangan pelayanan perizman lingkungan dapat dialihkan 
pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi pelayanan perizinan terpadu. 

(2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota. 

Pasal 94 

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 
(enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 95 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 96 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. 
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Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 2)3 Mei 2014 

WALIK 7'A PALOPO, 

TANGGA� ·1 I ��r. c 
jt li "" 

t----�--=-==--· 
1 

· (!.___.------.. 1. Sekretc:d: V '.;: � t--+----t q 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 2 

NOREG PBRJ 'fURAH DA1:R}.E h.OTl: l:'.A LOt·(i; .tV'iI SI ...ilfL...., ; �·::ir j=:;J .. ·� •• :;; � .(lrl_ 2 IJ_l � I 2 )14 

- 35- 




